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This study aims to analyze Building Approval Permits (PBG) in
Bekasi Regency in 2025 using a Business Intelligence approach. The
research employs a descriptive quantitative method utilizing
secondary data obtained from the Bekasi Regency Open Data portal
and relevant government agencies. The analysis involves data
collection, cleaning, transformation, analysis, and visualization to
generate comprehensive information. The results show an increase
in PBG issuance from 2,690 permits in 2024 to 2,838 permits in
2025, representing a growth of 5.50%. The distribution of permits
reveals regional disparities, with Tambun Selatan, Setu, and
Cikarang Selatan identified as major development centers. Changes
in distribution patterns between 2024 and 2025 also indicate
dynamic regional development. The implementation of Business
Intelligence enables the transformation of raw permit data into
accessible and interpretable visual information, supporting data-
driven decision-making. Interactive visualizations facilitate
stakeholders in monitoring development trends, identifying regional
disparities, and evaluating planning priorities. These findings
demonstrate the potential of Business Intelligence to improve the
effectiveness of regional development monitoring and provide a
basis for more accurate, targeted, and transparent development

policies in Bekasi Regency.

Keywords: Business Intelligence, PBG, Development, Bekasi
Regency.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis jumlah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Bekasi
tahun 2025 menggunakan pendekatan Business Intelligence. Metode penelitian menggunakan pendekatan
kuantitatif deskriptif dengan data sekunder dari portal Open Data Kabupaten Bekasi dan instansi terkait.
Analisis dilakukan melalui tahapan pengumpulan, pembersihan, transformasi, analisis, dan visualisasi data.
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan jumlah PBG dari 2.690 izin pada tahun 2024 menjadi 2.838 izin
pada tahun 2025, atau meningkat sebesar 5,50%. Distribusi PBG menunjukkan ketimpangan antarwilayah,
dengan Kecamatan Tambun Selatan, Setu, dan Cikarang Selatan sebagai pusat aktivitas pembangunan.
Perubahan pola distribusi antara tahun 2024 dan 2025 juga menunjukkan adanya dinamika perkembangan
wilayah. Penerapan Business Intelligence memungkinkan pengolahan data PBG menjadi informasi yang
lebih terstruktur dan mudah dipahami melalui visualisasi interaktif. Informasi tersebut mendukung
pemerintah daerah dalam memantau perkembangan pembangunan, mengidentifikasi ketimpangan wilayah,
serta mengevaluasi prioritas perencanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Business
Intelligence berpotensi meningkatkan efektivitas pemantauan pembangunan dan mendukung pengambilan
keputusan berbasis data. Dengan demikian, pemanfaatan visualisasi data dapat menjadi dasar penyusunan
kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan berbasis teknologi informasi di
Kabupaten Bekasi.

Kata Kunci: Business Intelligence, PBG, Pembangunan, Kabupaten Bekasi.
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1. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor pemerintahan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola
yang efektif, transparan, dan berbasis data [1]. Salah satu pendekatan yang mendukung transformasi
tersebut adalah Business Intelligence (BI), yang memungkinkan pengolahan data menjadi informasi
strategis untuk mendukung pengambilan keputusan [2], [3]. Dalam konteks pemerintahan daerah,
penerapan BI dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui analisis data yang lebih akurat,
terintegrasi, dan mudah dipahami [4]. Pemanfaatan visualisasi data dan dashboard interaktif juga
mendukung konsep smart government, yang menekankan efisiensi, transparansi, serta pengambilan
keputusan berdasarkan informasi yang terukur [22], [28].

Salah satu sektor pemerintahan yang membutuhkan pengelolaan data secara optimal adalah pelayanan
perizinan bangunan. Di Indonesia, sistem perizinan bangunan telah mengalami perubahan dari Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) [5]. PBG tidak hanya
berfungsi sebagai instrumen legalitas pembangunan, tetapi juga berperan dalam mendukung pengendalian
tata ruang dan perencanaan pembangunan daerah [6]. Data PBG dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi
distribusi aktivitas pembangunan, perkembangan wilayah, serta perubahan jumlah persetujuan bangunan
antarperiode. Oleh karena itu, pengelolaan data PBG secara sistematis diperlukan agar informasi perizinan
tidak hanya menjadi arsip administratif, tetapi juga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi pembangunan.

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas ekonomi dan pembangunan yang cukup
tinggi. Berdasarkan informasi Pemerintah Kabupaten Bekasi yang diterbitkan pada November 2025,
pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 5,17% pada tahun 2024 dan menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai
salah satu kontributor utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat [7]. Selain itu,
Kabupaten Bekasi memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 77,8 dan PDRB per kapita sekitar
Rp128,7 juta [8]. Kondisi tersebut menggambarkan perkembangan ekonomi dan kualitas pembangunan
manusia yang berpotensi meningkatkan kebutuhan infrastruktur dan bangunan. Seiring dengan
perkembangan tersebut, data PBG menjadi sumber informasi penting untuk memantau pola dan distribusi
aktivitas pembangunan di berbagai kecamatan.

Namun, pemanfaatan data perizinan bangunan masih menghadapi tantangan karena pengelolaannya
cenderung berorientasi pada kebutuhan administrasi dan belum sepenuhnya mendukung analisis strategis
[9]. Keterbatasan integrasi dan visualisasi data dapat menyulitkan pemangku kepentingan dalam memahami
tren pembangunan maupun mengidentifikasi ketimpangan distribusi perizinan antarwilayah [10]. Dalam
konteks tata ruang, perbedaan intensitas pembangunan antar kecamatan juga memerlukan pemantauan agar
perkembangan wilayah tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan peruntukan lahan
[17]. Pendekatan BI dapat digunakan untuk menyajikan data PBG dalam bentuk grafik, tabel, dan
dashboard interaktif sehingga pola pembangunan lebih mudah dianalisis serta mendukung pengawasan dan
evaluasi kebijakan daerah [11], [23], [24].

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan Business Intelligence berpotensi meningkatkan
efisiensi pengelolaan informasi dan mendukung kualitas pengambilan keputusan di sektor publik [12].
Namun, kajian yang secara khusus menganalisis data Persetujuan Bangunan Gedung menggunakan
pendekatan BI pada tingkat pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Bekasi, masih terbatas. Sebagian
pembahasan sebelumnya lebih menekankan pemanfaatan BI dalam pengelolaan data dan peningkatan
pelayanan secara umum, sementara analisis distribusi perizinan bangunan berdasarkan wilayah dan periode
belum banyak dibahas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) dalam
pemanfaatan BI sebagai pendekatan analitis untuk mendukung evaluasi pembangunan daerah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis jumlah dan distribusi Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Bekasi pada tahun 2025 menggunakan pendekatan Business
Intelligence, dengan membandingkan data tahun 2024 untuk mengidentifikasi perubahan pola
pembangunan. Analisis dilakukan melalui pengolahan dan visualisasi data guna menggambarkan tren
perizinan serta persebarannya pada tingkat kecamatan. Hasil penelitian diharapkan dapat menyediakan
informasi yang lebih terstruktur dan mudah diinterpretasikan sebagai bahan evaluasi serta mendukung
pengambilan keputusan berbasis data dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan di Kabupaten
Bekasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Business Intelligence
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Business Intelligence (B]) adalah konsep yang dimanfaatkan untuk mengolah data mentah menjadi informasi
yang memiliki nilai guna dalam mendukung proses pengambilan keputusan. BI dapat meningkatkan
efektivitas organisasi melalui proses pengelolaan data yang terstruktur sehingga menghasilkan informasi
yang relevan, tepat, dan akurat [2], [13]. Saat ini, penerapan Bl telah digunakan di berbagai bidang, termasuk
sektor pemerintahan, karena mampu membantu proses analisis data dalam jumlah besar secara cepat dan
efisien. Business Intelligence tidak hanya digunakan untuk menampilkan visualisasi data, tetapi juga
berfungsi sebagai sarana analisis strategis guna mengetahui pola dan kecende rungan dari suatu data [3].

Dalam lingkungan pemerintahan daerah, penerapan BI dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis
data (data-driven decision making) sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran dan
efektif. Pemanfaatan teknologi analisis data seperti Business Intelligence dan Big Data mampu meningkatkan
kualitas pelayanan publik melalui integrasi data yang lebih optimal [4]. Dengan dukungan sistem BI, kegiatan
monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan efisien sehingga memudahkan
pemerintah dalam mengidentifikasi permasalahan maupun potensi pengembangan suatu wilayah berdasarkan
data yang telah diolah [14]. Berdasarkan penelitian sebelumnya, implementasi BI masih lebih banyak
diterapkan pada sektor bisnis dan industri. Sementara itu, penerapan BI dalam layanan perizinan bangunan
pada pemerintah daerah masih relatif terbatas. Oleh sebab itu, penelitian ini berkontribusi dalam penerapan
pendekatan Business Intelligence pada analisis data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten
Bekasi guna menghasilkan informasi pembangunan yang lebih menyeluruh dan informatif.

Selain itu, penerapan data warehouse dalam Business Intelligence juga berperan penting dalam proses
integrasi dan penyimpanan data berskala besar sehingga analisis data dapat dilakukan secara lebih efektif
dan terstruktur [15]. Teknologi BI juga didukung oleh metode analisis modern seperti machine learning dan
predictive analytics yang mampu membantu organisasi dalam memprediksi tren berdasarkan pola data
sebelumnya [16]. Business Intelligence memiliki hubungan yang erat dengan penerapan data warehouse dan
data analytics dalam pengelolaan data berukuran besar. Kimball dan Ross menjelaskan bahwa data
warehouse berfungsi sebagai pusat penyimpanan data terintegrasi yang mendukung proses analisis
multidimensi dan pelaporan strategis [15].

Melalui data warehouse, berbagai sumber data dapat digabungkan sehingga menghasilkan informasi yang
lebih konsisten, terstruktur, dan mudah dianalisis. Selain itu, perkembangan teknologi analitik modern
memungkinkan Business Intelligence dipadukan dengan machine learning serta predictive analytics untuk
menghasilkan prediksi tren pembangunan pada masa mendatang [16]. Integrasi teknologi tersebut dapat
membantu pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih adaptif berdasarkan
pola data historis yang tersedia. Selain dari sisi teknologi, keberhasilan penerapan Business Intelligence juga
dipengaruhi oleh kesiapan organisasi dalam membangun budaya kerja berbasis data (data-driven culture).

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa aparatur yang terlibat memiliki kemampuan dalam memahami,
membaca, dan menginterpretasikan hasil visualisasi data secara tepat agar informasi yang dihasilkan dapat
dimanfaatkan secara maksimal [13]. Apabila pengguna sistem belum memiliki pemahaman yang memadai
terhadap hasil analisis data, maka potensi Business Intelligence sebagai pendukung pengambilan keputusan
belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh sebab itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia
menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan selain pengembangan infrastruktur teknologi
informasi [16].

2.2. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan bentuk izin yang diberikan kepada masyarakat maupun
badan usaha untuk melakukan pembangunan, perubahan, perluasan, pengurangan, hingga pemeliharaan
bangunan gedung sesuai ketentuan teknis yang berlaku. Kebijakan PBG diterapkan sebagai pengganti Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan regulasi terbaru pemerintah Indonesia untuk meningkatkan
efektivitas layanan perizinan bangunan [17]. Rohalia dan Meilani (2023) menyebutkan bahwa implementasi
kebijakan PBG bertujuan menciptakan sistem perizinan bangunan yang lebih transparan, terintegrasi, serta
sesuai dengan tata ruang wilayah [5]. Selain itu, PBG juga berperan sebagai alat pengendalian pembangunan
agar proses pembangunan tetap memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan
lingkungan.

Menurut Melliana et al. (2025), PBG memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan daerah
karena berkaitan langsung dengan pengawasan pembangunan kawasan perumahan maupun industri[18].
Jumlah PBG yang tinggi pada suatu wilayah dapat menjadi indikator adanya pertumbuhan ekonomi dan
meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur [19]. Dalam penelitian ini, data PBG dijadikan objek
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utama analisis karena mampu menggambarkan distribusi pembangunan di Kabupaten Bekasi. Dengan
menggunakan pendekatan Business Intelligence, data PBG dapat diolah menjadi informasi visual yang lebih
mudah dipahami sehingga mendukung proses evaluasi dan pengambilan keputusan terkait pembangunan
daerah.

PBG tidak hanya berperan sebagai dokumen legalitas pembangunan, tetapi juga dapat menjadi indikator
pertumbuhan ekonomi dan aktivitas pembangunan suatu wilayah. Tingginya jumlah PBG pada suatu daerah
menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan pembangunan perumahan, kawasan industri, maupun fasilitas
umum [18]. Oleh karena itu, data PBG dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi penting dalam
menganalisis perkembangan wilayah baik secara administratif maupun spasial. Dalam pelaksanaannya,
pemerintah daerah memerlukan sistem pengelolaan data yang mampu menyajikan informasi PBG secara
cepat dan terintegrasi. Penggunaan dashboard monitoring berbasis Business Intelligence memungkinkan
proses pengawasan pembangunan dilakukan dengan lebih efektif sehingga pemerintah dapat
mengidentifikasi wilayah yang mengalami peningkatan aktivitas pembangunan secara signifikan [23].

2.3. Pembangunan Daerah dan Visualisasi Data

Pembangunan daerah merupakan proses peningkatan kualitas suatu wilayah melalui pengembangan sektor
infrastruktur, ekonomi, dan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat [20]. Nuraini
dan Romadhoni (2025) menjelaskan bahwa visualisasi data dalam Business Intelligence dapat membantu
organisasi maupun pemerintah dalam memahami pola pembangunan secara lebih efektif melalui penyajian
data berbentuk grafik, dashboard, dan diagram interaktif. Kabupaten Bekasi sebagai salah satu kawasan
industri terbesar di Jawa Barat memiliki tingkat pembangunan yang cukup pesat. Pertumbuhan
pembangunan tersebut menyebabkan kebutuhan terhadap sistem pengelolaan data yang mampu
menyediakan informasi secara cepat dan akurat semakin meningkat [21]. Dengan adanya visualisasi data,
pemerintah daerah dapat mengetahui wilayah dengan tingkat pembangunan tertinggi sekaligus memantau
perubahan pola pembangunan dari waktu ke waktu [22]. Selain itu, pemanfaatan visualisasi data dapat
membantu proses identifikasi wilayah prioritas pembangunan serta mendukung penyusunan kebijakan
berbasis bukti (evidence-based policy) [23]. Informasi yang dihasilkan dari proses analisis data dapat
digunakan sebagai dasar dalam menentukan strategi pembangunan wilayah yang lebih efektif, merata, dan
terarah.

Visualisasi data menjadi salah satu komponen penting dalam analisis pembangunan daerah karena mampu
menyederhanakan data yang kompleks menjadi informasi yang lebih mudah dipahami. Melalui grafik,
dashboard, maupun diagram interaktif, pengguna dapat mengenali pola pertumbuhan pembangunan secara
lebih cepat dibandingkan hanya menggunakan penyajian tabel angka [10], [24]. Hal tersebut sangat
membantu pemerintah daerah dalam proses monitoring dan evaluasi pembangunan antar wilayah. Selain itu,
visualisasi data juga dapat meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat maupun
pihak terkait lainnya. Penyajian data yang interaktif mempermudah proses interpretasi informasi sehingga
mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan [11]. Dengan
demikian, penerapan visualisasi data berbasis Business Intelligence memiliki peran penting dalam
mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan konsep Business
Intelligence (BI) untuk mengolah dan menganalisis data. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan
secara sistematis pola, tren, dan distribusi jumlah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten
Bekasi tahun 2025. Melalui penerapan Business Intelligence, data yang tersedia tidak hanya disajikan
dalam bentuk angka, tetapi juga diolah menjadi informasi yang lebih bermakna guna mendukung
pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making) [25]. Alur tahapan penelitian yang
digunakan dapat dilihat pada Gambar 1.

oY / N\ / \ \ s

.'l J ] | \ \ { \

1. dentifikas: masalah l—b 2 Pengumpulan data H 3, Praprocessing data —V{ 4. Visudicad data > 5 Analisis dan interpretas
\ v \ - J f \

\ J \. P \ / \ J \ J

Gambar 1. Metode Penelitian
31 Identifikasi Masalah

Tahap ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan yang akan dikaji. Data PBG yang tersedia pada
umumnya masih berbentuk tabel administratif sehingga kurang efektif dalam menggambarkan pola distribusi
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pembangunan maupun tren pertumbuhan wilayah secara cepat dan informatif [10]. Kondisi tersebut
menyebabkan proses interpretasi data oleh pemangku kepentingan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu,
diperlukan pendekatan Business Intelligence yang mampu mengintegrasikan proses pengolahan, analisis, dan
visualisasi data agar informasi pembangunan dapat disajikan secara lebih jelas dan mudah dianalisis [2].

3.2 Pengumpulan Data

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari portal Open Data Kabupaten Bekasi
(opendata.bekasikab.go.id), platform penyedia data terbuka yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten
Bekasi. Dataset memuat informasi jumlah PBG yang diterbitkan per kecamatan di Kabupaten Bekasi pada
tahun 2024 dan 2025, mencakup 23 kecamatan. Dataset yang digunakan terdiri atas beberapa atribut utama,
seperti kode wilayah, nama kecamatan, jumlah PBG, satuan data, dan tahun pencatatan. Struktur data tersebut
memungkinkan proses analisis distribusi pembangunan dilakukan secara lebih sistematis dan terukur.
Rincian struktur dataset yang digunakan dalam penelitian ini ditampilkan pada Gambar 2.

DATA PERSERTUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) KABUPATEN BEKASI
TAHUN 2024 DAN 2025

No Kecamatan PBG 2024 PBG 2025 Selisih (2025-2024) Pertumbuhan (%)
1 Babelan 166 168 2

2 Bojongmangu 5 14 9

3 Cabangbungin a 2 -2

4 Cibarusah 30 15 15

S Cibitung 195 193 -2

s Cikarang Barat 139 153 14

7 Cikarang Pusat 223 234 11 4,93%
8 Cikarang Selatan 344 363 19 5,52%
9 Cikarang Utara 155 173 18 11,671%
10 Kedungwaringin 49 52 3 6.12%
LAl Karang Bahagia 51 60 9

12 Muara Gembong 5 1 -4

i3 Pebayuran 3 15 12

14 Sukakarya 2 21 2

15 Sukatani <0 5 5

16 Sukawang 87 S8 L)

17 Tambelang 16 19 3

18 Tambun Selatan 494 350 -144

19 Tambun Utara 175 272 97

20 Tarumajaya 224 229 5

21 Serang Baru 112 123 1M1

22 Setu 493 312 -181

23 Telukjambe Timur 49 55 6

TOTAL 2.690 2.838 148

Gambar 2. Data PBG Kabupaten Bekasi Tahun 2024 — 2025
33 Preprocessing Data

Sebelum divisualisasikan, data melalui tahap preprocessing yang meliputi pemeriksaan kelengkapan kolom,
tipe data, dan nilai yang hilang (missing values). Selanjutnya dilakukan transformasi data dengan menghapus
kolom yang tidak relevan serta standarisasi nama kecamatan agar konsisten. Visualisasi Data setelah data
melalui tahap preprocessing. Tahap preprocessing juga mencakup proses data cleaning untuk meminimalkan
duplikasi serta ketidaksesuaian format data. Proses ini menjadi bagian penting dalam pendekatan Business
Intelligence karena kualitas informasi yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang digunakan
dalam analisis [15]. Selain itu, pada tahap ini dilakukan perhitungan tingkat pertumbuhan jumlah PBG
menggunakan rumus (1) berikut:

Pertumbuhan (%) = (PBG: — PBG.1 ) / PBG1 ) * 100 (1)

Berdasarkan rumus (1), pertumbuhan jumlah PBG Kabupaten Bekasi dari tahun 2024 ke 2025 dihitung
sebagai berikut:

Pertumbuhan (%) = ((2.838 — 2.690) / 2.690) x 100 = (148 / 2.690) x 100 = 5,50%

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah PBG mengalami peningkatan sebesar 5,50% pada tahun 2025
dibandingkan tahun sebelumnya.

34 Visualisasi Data

Data yang telah melalui preprocessing divisualisasikan menggunakan Microsoft Excel. Visualisasi dibuat
dalam bentuk grafik batang, grafik garis tren tahunan, dan grafik perbandingan antar kecamatan untuk
mempermudah identifikasi pola pembangunan di Kabupaten Bekasi. Implementasi Business Intelligence
dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu data collection, data preprocessing,
data analysis, dan data visualization. Tahapan tersebut dilakukan secara berurutan agar data yang digunakan
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memiliki kualitas yang baik dan menghasilkan informasi yang akurat [15]. Pada tahap awal, data
dikumpulkan dari sumber resmi pemerintah daerah, kemudian dilakukan proses pembersihan dan
transformasi data sebelum dianalisis lebih lanjut.

Selanjutnya, hasil analisis divisualisasikan dalam bentuk grafik interaktif untuk mempermudah identifikasi
tren pembangunan di Kabupaten Bekasi. Pendekatan Business Intelligence memungkinkan data administratif
diolah menjadi informasi strategis yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan
daerah [2]. Dengan demikian, implementasi Business Intelligence tidak hanya membantu proses pengolahan
data, tetapi juga mendukung terciptanya sistem informasi pemerintahan yang lebih modern dan berbasis
teknologi digital. Hasil visualisasi data dalam bentuk dashboard ditampilkan pada Gambar 3.
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Gambar 3. Dashboard PBG Kabupaten Bekasi Tahun 2024 — 2025
3.5. Analisis dan Interpretasi

Tahap terakhir adalah melakukan analisis dan interpretasi terhadap hasil visualisasi, meliputi analisis tren
pertumbuhan PBG, distribusi antar wilayah kecamatan, serta pergeseran pola pembangunan dari tahun 2024
ke 2025. Hasil analisis digunakan sebagai dasar rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang berbasis
data (evidence-based policy). Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif
kuantitatif menggunakan konsep Business Intelligence. Data yang telah melalui tahap preprocessing
kemudian dianalisis untuk mengetahui pola distribusi, tren pertumbuhan, serta perbandingan jumlah PBG
antar kecamatan di Kabupaten Bekasi.

Proses analisis dilakukan dengan memanfaatkan visualisasi data sehingga informasi yang dihasilkan lebih
mudah dipahami dan mampu menggambarkan kondisi pembangunan secara lebih komprehensif [12].
Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengelompokan data berdasarkan wilayah
kecamatan, perbandingan jumlah PBG tahun 2024 dan 2025, serta identifikasi wilayah dengan tingkat
pembangunan tertinggi. Pendekatan Business Intelligence dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai
media visualisasi data, tetapi juga mendukung proses identifikasi wilayah prioritas pembangunan dan
evaluasi distribusi pembangunan secara lebih terukur.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang diangkat berkaitan dengan pentingnya penyajian data PBG yang lebih informatif bagi
pemerintah daerah 24. Data PBG Kabupaten Bekasi selama ini lebih banyak disajikan dalam bentuk tabel
angka per kecamatan sehingga menyulitkan pengambil keputusan dalam memahami pola sebaran dan tren
pembangunan secara cepat. Dengan menggunakan visualisasi data dalam kerangka Business Intelligence,
informasi tersebut dapat disajikan secara lebih jelas dan mudah dianalisis. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa pengelolaan data pembangunan masih memerlukan sistem analisis yang lebih terstruktur dan
terintegrasi [26]. Apabila data hanya disajikan dalam bentuk tabel administratif, maka proses identifikasi tren
pembangunan antar wilayah menjadi kurang efektif.
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Oleh karena itu, penerapan pendekatan Business Intelligence diperlukan untuk membantu pemerintah daerah
memahami distribusi pembangunan secara lebih cepat dan akurat [2]. Pemanfaatan visualisasi data berbasis
grafik batang dan grafik garis mampu meningkatkan efektivitas pemantauan pembangunan karena informasi
dapat disajikan secara visual sehingga lebih mudah diinterpretasikan oleh pengambil keputusan [23]. Dengan
adanya visualisasi data, pemerintah daerah dapat lebih mudah menentukan wilayah prioritas pembangunan
serta melakukan evaluasi terhadap pertumbuhan pembangunan pada setiap kecamatan.

4.2 Pengumpulan Data

Data diperoleh dari portal Open Data Kabupaten Bekasi yang menyediakan dataset terbuka mengenai jumlah
PBG per kecamatan. Dataset mencakup 23 kecamatan dengan periode pencatatan tahun 2024 dan 2025 serta
disimpan dalam format .xlsx sebagai bahan utama analisis.Data sekunder yang diperoleh dari portal Open
Data Kabupaten Bekasi memiliki peranan penting dalam mendukung analisis pembangunan berbasis data
terbuka. Penggunaan open data memungkinkan proses penelitian dilakukan secara lebih transparan dan
objektif karena data dapat diakses serta diverifikasi oleh berbagai pihak [22].

Selain itu, data terbuka juga mendukung pengembangan sistem pemerintahan digital yang lebih modern dan
akuntabel. Dataset PBG yang digunakan dalam penelitian ini mencakup informasi jumlah izin bangunan
berdasarkan wilayah kecamatan pada tahun 2024 dan 2025. Data tersebut menjadi dasar utama dalam proses
visualisasi dan analisis tren pembangunan di Kabupaten Bekasi. Dengan memanfaatkan data yang terstruktur,
proses pengolahan dan interpretasi informasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan sistematis [9]. Proses
pengumpulan data sekunder dari portal Open Data Kabupaten Bekasi ditunjukkan pada Gambar 4.

) v - L] L] . “

Gambar 4. Pengumpulan Data Sekunder
4.3. Preprocessing dan Visualisasi Data

Dataset yang diperoleh diperiksa kelengkapannya dan tidak ditemukan nilai kosong (missing values) yang
signifikan. Beberapa penyesuaian dilakukan, antara lain standarisasi nama kecamatan dan penghapusan
kolom yang tidak relevan. Setelah preprocessing mengacu pada konsep data warehouse, data siap
divisualisasikan menggunakan Microsoft Excel [27]. Tahap preprocessing menjadi bagian penting dalam
proses Business Intelligence karena kualitas hasil analisis sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang
digunakan. Pada penelitian ini dilakukan pemeriksaan konsistensi data, standarisasi nama wilayah, serta
penyesuaian format dataset agar data dapat divisualisasikan secara optimal [15]. Proses tersebut bertujuan
untuk meminimalkan kesalahan analisis akibat data yang tidak konsisten maupun tidak lengkap. Setelah
preprocessing selesai dilakukan, data divisualisasikan menggunakan grafik dan diagram perbandingan untuk
menampilkan pola distribusi pembangunan antar kecamatan.

Visualisasi tersebut membantu proses interpretasi data sehingga pengguna dapat memahami tren
pertumbuhan pembangunan secara lebih cepat [10]. Pendekatan visualisasi data dalam Business Intelligence
juga meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kepada pihak terkait dalam proses pengambilan
keputusan pembangunan daerah. Selain itu, tahapan preprocessing dan visualisasi data memiliki peranan
penting dalam menentukan kualitas informasi yang dihasilkan pada penelitian ini. Data yang telah melalui
proses pembersihan dan standarisasi mampu menghasilkan tampilan visual yang lebih tepat dan mudah
dipahami oleh pengguna. Pemanfaatan grafik dan diagram dalam Business Intelligence membantu
memperlihatkan pola distribusi pembangunan, perbandingan jumlah PBG antar kecamatan, serta tren
pertumbuhan pembangunan secara lebih informatif dan komunikatif [10]. Oleh karena itu, proses pengolahan
data yang dilakukan secara terstruktur tidak hanya meningkatkan kualitas analisis, tetapi juga memperkuat
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efektivitas penyampaian informasi kepada pemerintah daerah dalam mendukung pengambilan keputusan
berbasis data [15].

44. Tren Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kabupaten Bekasi Tahun

Berdasarkan Gambar 5 hasil pengolahan data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Bekasi,
diperoleh gambaran mengenai jumlah, distribusi wilayah, serta tren pertumbuhan pembangunan pada tahun
2024 dan 2025. Data yang dianalisis mencakup 23 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Bekasi. Secara
umum, total jumlah PBG di Kabupaten Bekasi pada tahun 2024 tercatat sebanyak 2.690 izin, sedangkan
pada tahun 2025 meningkat menjadi 2.838 izin. Peningkatan sebesar 5,50% tersebut menunjukkan bahwa
aktivitas pembangunan di Kabupaten Bekasi mengalami pertumbuhan yang cukup positif. Kondisi ini
dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur, kawasan hunian, serta
perkembangan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Kabupaten Bekasi [19].

Gambar 5. Tren Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kabupaten Bekasi Tahun 2024-2025
Sumber: Data diolah (2026)

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 5,50%, yang mengindikasikan bahwa aktivitas
pembangunan di Kabupaten Bekasi mengalami pertumbuhan yang positif. Peningkatan ini sejalan dengan
kondisi ekonomi daerah yang berkembang serta tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur dan
hunian. Dari sisi distribusi wilayah, terdapat perbedaan jumlah PBG yang cukup signifikan antar
kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah dengan jumlah PBG tertinggi cenderung berada
pada kecamatan yang memiliki aksesibilitas dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Kecamatan seperti Tambun
Selatan, Setu, dan Cikarang Selatan menjadi pusat pembangunan karena didukung oleh keberadaan kawasan
industri, infrastruktur jalan, serta pertumbuhan penduduk yang cukup pesat.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah dengan peningkatan
jumlah izin pembangunan [20]. Selain itu, peningkatan jumlah PBG pada tahun 2025 menunjukkan bahwa
kebutuhan pembangunan hunian dan fasilitas pendukung masyarakat terus mengalami pertumbuhan. Hal
tersebut sejalan dengan meningkatnya aktivitas investasi dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi.
Dengan memanfaatkan pendekatan Business Intelligence, pemerintah daerah dapat memantau perkembangan
tersebut secara lebih efektif melalui penyajian data yang terstruktur dan mudah dipahami [12]. Tren
peningkatan jumlah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kabupaten Bekasi tahun 2024-2025 dapat dilihat
pada Gambar 5.

Selain menunjukkan peningkatan jumlah izin pembangunan, data PBG juga menggambarkan adanya
dinamika perkembangan wilayah di Kabupaten Bekasi. Kecamatan dengan jumlah PBG yang tinggi
umumnya merupakan wilayah yang memiliki aksesibilitas baik, didukung oleh jaringan infrastruktur jalan,
serta berada dekat dengan kawasan industri dan pusat aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut menyebabkan
kebutuhan pembangunan hunian, fasilitas umum, dan bangunan komersial terus meningkat dari tahun ke tahun
[20]. Peningkatan jumlah PBG pada tahun 2025 juga menunjukkan bahwa aktivitas pembangunan di
Kabupaten Bekasi masih berkembang secara aktif. P

ertumbuhan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk, tetapi juga oleh
perkembangan investasi dan pembangunan infrastruktur daerah. Dengan adanya pertumbuhan pembangunan
yang cukup signifikan, pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan dan pengelolaan pembangunan
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secara lebih terstruktur agar distribusi pembangunan dapat berjalan secara merata antarwilayah kecamatan.
Melalui pendekatan Business Intelligence, data PBG yang sebelumnya hanya berupa data administratif dapat
diolah menjadi informasi yang lebih strategis dan mudah dipahami. Visualisasi data menggunakan grafik dan
dashboard interaktif membantu proses identifikasi tren pembangunan, wilayah prioritas, serta perubahan
distribusi pembangunan dari tahun 2024 ke 2025 [12].

Pendekatan tersebut juga mendukung pemerintah daerah dalam melakukan monitoring pembangunan secara
lebih efektif dan berbasis data. Selain itu, hasil visualisasi menunjukkan bahwa beberapa kecamatan
mengalami peningkatan jumlah PBG yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini
mengindikasikan adanya percepatan pembangunan pada wilayah tertentu yang berpotensi menjadi pusat
pertumbuhan baru di Kabupaten Bekasi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam
penyusunan kebijakan pembangunan, terutama dalam perencanaan tata ruang, pengembangan infrastruktur,
dan peningkatan pelayanan publik. Secara keseluruhan, tren peningkatan jumlah PBG di Kabupaten Bekasi
menunjukkan bahwa pembangunan daerah mengalami perkembangan yang positif. Dengan memanfaatkan
teknologi Business Intelligence, pemerintah daerah dapat memperoleh informasi pembangunan secara lebih
cepat, akurat, dan terintegrasi sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih efektif
dan tepat sasaran [1].

4.5. Distribusi PBG Tertinggi per Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2025

Distribusi PBG tertinggi per kecamatan di Kabupaten Bekasi tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar 6.
Pada tahun 2025, kecamatan dengan jumlah PBG tertinggi adalah Tambun Selatan dengan 494 izin, diikuti
oleh Setu sebanyak 493 izin, dan Cikarang Selatan sebanyak 345 izin. Selain itu, kecamatan seperti
Tarumajaya dan Cikarang Pusat juga menunjukkan jumlah yang cukup tinggi, masing-masing sebesar 224
dan 205 izin. Tingginya jumlah PBG pada kecamatan tersebut menunjukkan bahwa wilayah-wilayah
tersebut merupakan pusat pertumbuhan pembangunan, baik dari sektor hunian maupun industri. Jika
dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi pergeseran pola distribusi Pembangunan.

Distribust jJumlah Persetujuan Bangunan Gedung b lasarkan kecamatan tahun 202

Gambar 6. Distribusi PBG Tertinggi per Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2025. Sumber: Data
diolah (2026)

Pada tahun 2025, Kecamatan Tambun Selatan menjadi wilayah dengan jumlah PBG tertinggi, yaitu sebanyak
494 izin. Posisi berikutnya ditempati oleh Kecamatan Setu dengan 493 izin dan Cikarang Selatan sebanyak
345 izin. Di samping itu, Kecamatan Tarumajaya dan Cikarang Pusat juga mencatat jumlah izin
pembangunan yang cukup besar, masing-masing mencapai 224 dan 205 izin. Tingginya jumlah PBG pada
beberapa wilayah tersebut mengindikasikan bahwa kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas
pembangunan di Kabupaten Bekasi, baik pada sektor permukiman, perdagangan, maupun industri. Jumlah
PBG yang tinggi pada beberapa kecamatan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti berkembangnya
kawasan industri, kemudahan akses transportasi, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap hunian
dan fasilitas pendukung lainnya. Wilayah yang memiliki infrastruktur memadai dan berada dekat dengan
pusat ekonomi umumnya mengalami pertumbuhan pembangunan yang lebih pesat dibandingkan kecamatan
lainnya [20]. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi daerah dengan
peningkatan pembangunan bangunan gedung.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, terlihat adanya perubahan pola distribusi pembangunan pada
beberapa wilayah di Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2024, Cikarang Selatan tercatat sebagai kecamatan
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dengan jumlah PBG tertinggi, namun pada tahun 2025 posisi tersebut beralih ke Tambun Selatan dan Setu.
Perubahan ini menunjukkan adanya dinamika perkembangan wilayah yang dipengaruhi oleh peningkatan
investasi, pembangunan infrastruktur, serta aktivitas ekonomi di masing-masing kecamatan. Berdasarkan
hasil visualisasi data, pembangunan di Kabupaten Bekasi masih cenderung terpusat pada wilayah-wilayah
tertentu yang memiliki potensi ekonomi lebih besar. Kondisi tersebut menjadi perhatian penting bagi
pemerintah daerah agar pemerataan pembangunan antarwilayah dapat lebih ditingkatkan.

Dengan penerapan Business Intelligence, pemerintah dapat melakukan pemantauan distribusi pembangunan
secara lebih mudah sekaligus menentukan wilayah prioritas pembangunan berdasarkan hasil analisis data
[12]. Selain digunakan untuk monitoring pembangunan, analisis distribusi PBG juga dapat dimanfaatkan
sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan tata ruang dan pembangunan daerah. Informasi
mengenai kecamatan dengan tingkat pembangunan tinggi dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan
kualitas infrastruktur, pelayanan publik, serta pengendalian pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana
tata ruang wilayah yang berlaku [23]. Selain itu, hasil analisis memperlihatkan bahwa peningkatan jumlah
PBG di beberapa kecamatan mencerminkan tingginya aktivitas pembangunan yang dipengaruhi oleh
pertumbuhan ekonomi serta perkembangan kawasan strategis di Kabupaten Bekasi.

Wilayah yang memiliki akses transportasi yang baik, kawasan industri, dan infrastruktur yang memadai
cenderung mengalami perkembangan pembangunan lebih cepat dibandingkan kecamatan lainnya. Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan antarwilayah masih perlu ditingkatkan melalui
kebijakan yang lebih terarah. Dengan memanfaatkan pendekatan Business Intelligence, pemerintah daerah
dapat menggunakan visualisasi dan analisis data PBG untuk memantau perkembangan pembangunan,
menentukan wilayah prioritas, serta mendukung penyusunan kebijakan tata ruang dan pembangunan daerah
secara lebih efektif dan tepat sasaran [12], [23].

Hasil analisis distribusi PBG juga memberikan implikasi penting terhadap kebijakan pembangunan daerah,
khususnya dalam pengawasan tata ruang, penentuan prioritas infrastruktur, dan evaluasi layanan perizinan
bangunan. Kecamatan dengan jumlah PBG yang tinggi menunjukkan adanya konsentrasi aktivitas
pembangunan yang memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, drainase, fasilitas
publik, serta pengendalian tata ruang yang lebih optimal. Sebaliknya, wilayah dengan jumlah PBG yang
relatif rendah dapat menjadi indikator perlunya pemerataan pembangunan dan peningkatan akses investasi
daerah.

Selain itu, hasil visualisasi dan analisis data dapat dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi
dalam meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan PBG. Informasi mengenai tren pertumbuhan
pembangunan pada setiap kecamatan dapat membantu pemerintah dalam menentukan wilayah prioritas
pengawasan pembangunan serta menyusun kebijakan tata ruang yang lebih terarah dan berbasis data. Dengan
demikian, pendekatan Business Intelligence tidak hanya berfungsi sebagai media visualisasi informasi, tetapi
juga mendukung proses pengambilan keputusan strategis dalam pembangunan daerah [21], [23]. Untuk
memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat ketimpangan pembangunan antarwilayah,
dilakukan analisis terhadap selisih jumlah PBG dan persentase perubahan pada masing-masing kecamatan
sebagaimana disajikan pada data PBG per kecamatan pada Gambar 2.

Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan yang cukup besar dalam distribusi PBG antar kecamatan. Pada
tahun 2025, jumlah PBG terendah tercatat di Kecamatan Pebayuran dan Sukakarya dengan masing-masing 2
izin, sedangkan jumlah tertinggi berada di Kecamatan Tambun Selatan dengan 494 izin. Perbedaan sebesar
492 izin tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah tertentu.
Selain itu, berdasarkan persentase pertumbuhan, Kecamatan Setu mengalami peningkatan tertinggi sebesar
57,51%, sementara Kecamatan Tambun Utara mengalami penurunan sebesar 35,29%. Temuan ini
mengindikasikan bahwa perkembangan pembangunan antar kecamatan berlangsung secara dinamis namun
belum merata. Ketimpangan distribusi pembangunan tersebut memerlukan perhatian khusus dari pemerintah
daerah melalui kebijakan yang lebih terarah dan berbasis data. Salah satu strategi yang dapat diterapkan
adalah pemberian stimulus atau kemudahan perizinan pada wilayah yang memiliki jumlah PBG relatif rendah
guna mendorong pertumbuhan investasi dan pembangunan. Sebaliknya, kecamatan dengan tingkat
pertumbuhan PBG yang tinggi, seperti Tambun Selatan dan Setu, memerlukan pengawasan tata ruang yang
lebih ketat agar perkembangan pembangunan tetap sesuai dengan daya dukung lingkungan dan ketentuan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Melalui pemanfaatan pendekatan Business Intelligence, pemerintah
daerah dapat melakukan pemantauan distribusi pembangunan secara berkala sehingga kebijakan yang
dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.
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4.6. Perbandingan Jumlah PBG pada Kecamatan Prioritas Tahun 2024 dan 2025

Perbandingan jumlah PBG pada kecamatan prioritas tahun 2024 dan 2025 ditampilkan pada Gambar 7.
Berdasarkan hasil visualisasi tersebut, pada tahun 2024 Kecamatan Cikarang Selatan tercatat sebagai
wilayah dengan jumlah PBG tertinggi yaitu sebanyak 364 izin, diikuti Tambun Selatan sebanyak 351 izin
dan Setu sebanyak 313 izin. Sementara itu, pada tahun 2025 posisi tertinggi didominasi oleh Kecamatan
Tambun Selatan dan Setu. Analisis ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Bekasi tidak
merata, melainkan terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu yang memiliki potensi ekonomi dan
aksesibilitas yang lebih baik.
Perbandingan jumiah Persetujuan Banqunan Gedung pada beberapa kecamatan dengan

aktwitas pembangunan tertinggs di Kabupaten Bekas:

® 2024 ® 2025

Gambar 7. Perbandingan Jumlah PBG pada Kecamatan Prioritas Tahun 2024 dan 2025. Sumber: Data
diolah (2026)

Kecamatan seperti Tambun Selatan, Setu, dan Cikarang Selatan dapat dikategorikan sebagai wilayah
dengan intensitas pembangunan tinggi. Kondisi ini dapat disebabkan oleh faktor kedekatan dengan
kawasan industri, infrastruktur yang memadai, serta pertumbuhan penduduk yang pesat. Berdasarkan data
pada Gambar 2 dan visualisasi ketimpangan pada Gambar 7, terlihat bahwa distribusi jumlah PBG antar
kecamatan masih menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Kecamatan Tambun Selatan mencatat
pertumbuhan tertinggi secara absolut sebesar +143 izin atau meningkat sebesar +40,74%, sedangkan
Kecamatan Setu mengalami pertumbuhan persentase tertinggi sebesar +57,51%. Sebaliknya, Kecamatan
Tambun Utara mengalami penurunan jumlah PBG terbesar yaitu sebesar -96 izin atau -35,29%. Perbedaan
jumlah PBG antar wilayah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Bekasi masih
terkonsentrasi pada kecamatan tertentu yang memiliki tingkat aksesibilitas, aktivitas ekonomi, dan
infrastruktur yang lebih baik [24].

Kecamatan seperti Tambun Selatan, Setu, dan Cikarang Selatan menjadi wilayah dengan intensitas
pembangunan tinggi karena didukung oleh perkembangan kawasan industri, pertumbuhan penduduk, serta
tingginya kebutuhan pembangunan hunian dan fasilitas pendukung [19]. Hasil analisis distribusi PBG juga
memberikan implikasi penting terhadap kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam pengawasan tata
ruang, penentuan prioritas infrastruktur, dan evaluasi layanan perizinan bangunan. Kecamatan dengan
jumlah PBG yang tinggi menunjukkan adanya konsentrasi aktivitas pembangunan yang memerlukan
dukungan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, drainase, fasilitas publik, serta pengendalian tata ruang
yang lebih optimal. Sebaliknya, wilayah dengan jumlah PBG yang relatif rendah dapat menjadi indikator
perlunya pemerataan pembangunan dan peningkatan akses investasi daerah.

Melalui pendekatan Business Intelligence, data PBG yang awalnya bersifat administratif dapat diolah
menjadi informasi yang lebih strategis. Visualisasi dan analisis data memungkinkan identifikasi
tren pertumbuhan, wilayah prioritas pembangunan, serta pola distribusi pembangunan secara lebih jelas.
Dengan demikian, hasil analisis ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam mendukung
pengambilan keputusan yang lebih efektif, khususnya dalam perencanaan tata ruang dan pengendalian
pembangunan. Integrasi teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan juga mendukung terciptanya
konsep smart government yang berorientasi pada pengambilan keputusan berbasis data [23].

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Business Intelligence
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dalam analisis data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) mampu memberikan gambaran yang
lebih komprehensif mengenai kondisi pembangunan di Kabupaten Bekasi. Selain itu, pendekatan
ini juga dapat menjadi dasar dalam pengembangan sistem informasi yang lebih terintegrasi guna
meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan bangunan. Ketimpangan distribusi PBG antar
kecamatan di Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah
tertentu yang memiliki infrastruktur, aksesibilitas, dan aktivitas ekonomi lebih baik. Melalui pendekatan
Business Intelligence, pemerintah daerah dapat memanfaatkan analisis data PBG sebagai dasar dalam
menentukan prioritas pembangunan, meningkatkan kualitas infrastruktur, mendorong investasi, serta
memperkuat pemerataan pembangunan antarwilayah secara lebih efektif dan berbasis data [18].

Informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam menentukan wilayah prioritas
pembangunan serta melakukan evaluasi terhadap pemerataan pembangunan antar kecamatan [21]. Hasil
perbandingan jumlah PBG antar kecamatan tidak hanya memberikan informasi mengenai perubahan
aktivitas pembangunan, tetapi juga menghasilkan berbagai implikasi kebijakan yang relevan bagi
pemerintah daerah. Dari perspektif pengendalian tata ruang, kecamatan dengan pertumbuhan PBG yang
tinggi, seperti Tambun Selatan dan Setu, berpotensi mengalami peningkatan kepadatan bangunan apabila
tidak diimbangi dengan pengawasan pemanfaatan lahan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan
penguatan mekanisme pengendalian perizinan serta evaluasi kesesuaian pembangunan terhadap RTRW
agar pertumbuhan wilayah tetap berlangsung secara terencana dan berkelanjutan.

Selain itu, tingginya jumlah PBG pada beberapa kecamatan menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan
terhadap penyediaan infrastruktur pendukung, seperti jaringan jalan, sistem drainase, fasilitas pendidikan,
dan layanan kesehatan. Informasi mengenai distribusi PBG dapat dimanfaatkan sebagai salah satu indikator
dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur sehingga alokasi anggaran daerah dapat dilakukan
secara lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Dari sisi pelayanan publik,
kecamatan yang memiliki jumlah PBG relatif rendah, seperti Muara Gembong, Sukakarya, dan
Cabangbungin, dapat menjadi indikator adanya hambatan dalam proses perizinan, rendahnya aktivitas
investasi, atau kurang optimalnya penyebaran informasi terkait regulasi PBG.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap kualitas layanan perizinan,
termasuk penyederhanaan prosedur, peningkatan akses layanan berbasis digital, serta penguatan sosialisasi
kepada masyarakat dan pelaku usaha. Secara umum, penerapan Business Intelligence dalam penelitian ini
tidak hanya berfungsi sebagai sarana visualisasi data, tetapi juga sebagai instrumen analitis yang dapat
mendukung perumusan kebijakan pembangunan secara lebih objektif dan terukur. Informasi yang
dihasilkan dari analisis distribusi, tren, dan ketimpangan PBG dapat digunakan sebagai dasar penyusunan
strategi pembangunan yang lebih merata, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik masing-masing
kecamatan di Kabupaten Bekasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Bekasi tahun 2024 dan
2025 menggunakan pendekatan Business Intelligence, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan jumlah
PBG dari 2.690 izin pada tahun 2024 menjadi 2.838 izin pada tahun 2025 atau mengalami kenaikan sebesar
5,50%. Kenaikan tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,50% yang mengindikasikan adanya
peningkatan aktivitas pembangunan di wilayah Kabupaten Bekasi. Analisis lebih lanjut menunjukkan
bahwa beberapa kecamatan memiliki kontribusi yang dominan terhadap jumlah PBG, di antaranya
Cikarang Selatan, Tambun Selatan, dan Setu yang menjadi wilayah dengan tingkat penerbitan PBG
tertinggi.Hasil analisis distribusi PBG juga menunjukkan adanya perbedaan tingkat pembangunan antar
kecamatan. Kecamatan seperti Tambun Selatan (+40,74%), Setu (+57,51%), dan Cikarang Selatan tercatat
sebagai wilayah dengan aktivitas pembangunan yang tinggi, sedangkan beberapa wilayah lain mengalami
penurunan jumlah PBG, seperti Tambun Utara yang mengalami penurunan sebesar -35,29%. Selain itu,
ditemukan adanya perubahan pola pembangunan dari tahun 2024 ke 2025 yang mencerminkan dinamika
perkembangan wilayah di Kabupaten Bekasi. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pembangunan di
Kabupaten Bekasi mengalami pertumbuhan yang positif seiring dengan perkembangan ekonomi dan
kebutuhan infrastruktur. PBG menunjukkan adanya ketimpangan antar wilayah, di mana beberapa
kecamatan seperti Tambun Selatan, Setu, dan Cikarang Selatan menjadi pusat aktivitas pembangunan
dengan jumlah PBG yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Selain itu, terjadi pergeseran pola
pembangunan dari tahun 2024 ke 2025, yang mengindikasikan dinamika perkembangan wilayah dan
perubahan pusat pertumbuhan pembangunan.
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Hasil penelitian juga memperlihatkan adanya perubahan pola pembangunan antar kecamatan dari tahun
2024 ke 2025. Sebagian wilayah mengalami peningkatan jumlah PBG yang cukup signifikan, sementara
wilayah lainnya menunjukkan kecenderungan penurunan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa distribusi
pembangunan masih belum berlangsung secara merata di seluruh kecamatan. Melalui penerapan Business
Intelligence, data administratif yang sebelumnya hanya berupa kumpulan angka dapat diolah menjadi
informasi yang lebih informatif melalui visualisasi dan analisis data. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan
sebagai dasar dalam proses evaluasi pembangunan serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih
efektif, objektif, dan berbasis data.

5.2. Saran

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil
penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berfokus pada jumlah Persetujuan Bangunan
Gedung (PBG) per kecamatan sehingga belum mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berpotensi
memengaruhi aktivitas pembangunan, seperti kepadatan penduduk, luas wilayah, tingkat investasi, kondisi
ekonomi daerah, maupun ketersediaan infrastruktur. Selain itu, proses visualisasi dan analisis data dilakukan
menggunakan Microsoft Excel sehingga kemampuan analitik yang bersifat interaktif dan eksploratif masih
terbatas dibandingkan dengan platform Business Intelligence yang lebih komprehensif. Meskipun demikian,
penelitian ini tetap mampu memberikan gambaran mengenai tren, distribusi, serta dinamika pembangunan di
Kabupaten Bekasi berdasarkan data yang tersedia.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, pemerintah daerah Kabupaten Bekasi diharapkan dapat lebih
mengoptimalkan penerapan teknologi Business Intelligence dalam pengelolaan data Persetujuan Bangunan
Gedung (PBG) secara terintegrasi dan berkesinambungan. Penggunaan dashboard interaktif serta sistem
pemantauan berbasis data diharapkan mampu mempermudah proses pengawasan pembangunan sekaligus
mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat, cepat, dan akurat. Selain itu, diperlukan peningkatan
integrasi data antar instansi terkait agar informasi mengenai perkembangan pembangunan dapat diperoleh
secara lebih cepat, lengkap, dan menyeluruh guna mendukung proses perencanaan pembangunan yang lebih
efektif. Langkah tersebut penting untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah serta
mendukung penyusunan kebijakan tata ruang yang lebih efektif dan terarah. Untuk penelitian selanjutnya,
disarankan agar analisis tidak hanya berfokus pada data PBG, tetapi juga mempertimbangkan variabel lain
seperti kepadatan penduduk, tingkat investasi daerah, dan faktor ekonomi lainnya sehingga hasil analisis
pembangunan dapat menjadi lebih mendalam. Penelitian berikutnya juga dapat memanfaatkan metode
analisis berbasis Big Data, Data Mining, maupun Machine Learning untuk menghasilkan prediksi tren
pembangunan yang lebih akurat, adaptif, dan informatif.

Selain pengembangan sistem Business Intelligence, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kualitas
sumber daya manusia dalam pengelolaan dan analisis data pembangunan. Pelatihan mengenai data analytics
dan visualisasi data menggunakan perangkat seperti Microsoft Excel maupun aplikasi analisis data lainnya
dapat membantu aparatur pemerintah dalam memahami dan menginterpretasikan informasi pembangunan
secara lebih efektif. Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar cakupan data yang digunakan diperluas
dengan memasukkan variabel pendukung lainnya, seperti kepadatan penduduk, tingkat investasi,
pertumbuhan ekonomi, serta penggunaan lahan. Penambahan variabel tersebut diharapkan mampu
menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan
pembangunan daerah.

Selain itu, penelitian selanjutnya dapat memanfaatkan platform Business Intelligence yang lebih kompleks,
seperti Power BI atau Tableau, guna menghasilkan visualisasi yang lebih interaktif serta mendukung analisis
data yang lebih mendalam. Dalam jangka panjang, penerapan Business Intelligence pada sektor perizinan
bangunan juga berpotensi mendukung konsep smart city dan smart government di Kabupaten Bekasi.
Penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan data pembangunan dapat membantu pemerintah dalam
memprediksi tren pertumbuhan wilayah, mengidentifikasi kawasan prioritas pembangunan, serta mengurangi
potensi ketimpangan antarwilayah [1]. Oleh karena itu, pengembangan sistem analisis berbasis data perlu
dilakukan secara berkelanjutan agars mampu mendukung pembangunan daerah yang lebih adaptif dan
berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
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